
BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/62/KEP/06/2026

TENTANG

TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam
penyelenggaraan bangunan gedung,  setiap bangunan gedung
harus  memenuhi  persyaratan  administratif  dan  persyaratan
teknis  berupa  persyaratan  tata  bangunan  dan  persyaratan
keandalan bangunan gedung;

b. bahwa  dalam  proses  penelitian  dokumen  rencana  teknis
bangunan  gedung  dan  dalam  rangka  penyelesaian
penyelenggaraan  bangunan  gedung  tertentu  diperlukan
pertimbangan  teknis  dan  masukan  dari  Tim  Profesi  Ahli
Bangunan Gedung; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf  a  dan  huruf  b  perlu  menetapkan  Keputusan  Bupati
tentang Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Magelang
Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang  Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan
Gedung  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002
Nomor 134,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun 2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan
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Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun 2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018),
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021  Nomor  26,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6628);

7. Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2023  tentang  Bangunan
Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023
Nomor  3,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten  Magelang
Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 

KESATU : Tim Profesi  Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Magelang Tahun
2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU bertugas:
a. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung terhadap

pemenuhan  standar  teknis  dan  memberikan  pertimbangan
teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan
bangunan gedung; 

b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran terhadap
pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung
dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam
proses konsultasi pembongkaran;

c. memberikan  pertimbangan  teknis  dalam  proses  penelitian
dokumen rencana teknis untuk bangunan gedung selain rumah
tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m²,
untuk penerbitan rekomendasi  teknis  Persetujuan Bangunan
Gedung , Sertifikat Laik Fungsi dan Rencana Teknis Bongkaran;

d. memberikan  masukan  dalam  penyelesaian  masalah
Penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan 
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e. memberikan  masukan  dalam  penyusunan  dan/atau
penyempurnaan  peraturan  perundang-undangan  terkait
bangunan gedung di tingkat Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab
kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati  ini  dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI MAGELANG,

    ttd

GRENGSENG PAMUJI
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

${ttd}

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/62/KEP/06/2026
TENTANG
TIM  PROFESI  AHLI  BANGUNAN  GEDUNG
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

NO NAMA JABATAN DALAM DINAS
KEDUDUKAN DALAM

TIM
KETERANGAN

1 2 3 4 5

1

2

GRENGSENG PAMUJI

H. SAHID, S.H.

Bupati

Wakil Bupati

Pengarah I

Pengarah II

Apabila  terjadi
mutasi  jabatan,
maka penggantinya
secara  otomatis
menggantikan
kedudukan  dalam
tim dimaksud.

3 Drs. ADI WARYANTO Sekretaris Daerah Penanggung Jawab

4 DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T. Kepala DPUPR Ketua

5 D. BUDI YUWONO, S.T. Ahli Arsitektur Bangunan Gedung Anggota

6 GANDHI ADIYANTOKO, S.T. Ahli Teknik Bangunan Gedung Anggota

7 ALI MURTOPO, M.Eng. Ahli Struktur Bangunan Gedung Anggota

8 Ir. PETRUS ARIS SETIA BUDI Ahli Arsitektur Bangunan Gedung Anggota

9 RASWADI Ahli Elektrikal Bangunan Gedung Anggota

10 Ir. DERIA PRAVITASARI, S.T., M.Eng., I.P.M. Ahli Elektrikal Bangunan Gedung Anggota

BUPATI MAGELANG,

     ttd

 GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

${ttd}

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003
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